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BUPATI TEMANGGUNG  

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 25TAHUN 2013 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Menimbang  :  a.  bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1)  

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26  
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang 
kebijakanakuntansi; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Temanggung; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan, Pengelolaan danTanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara RepublikIndonesia Nomor 4400); 

  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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  6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 
4438); 

  7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  8.  PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005  
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  9.  Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang  
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5156); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26  
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 23); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
 

Pasal 1 

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas: 

a. prinsip-prinsip akuntansi; 

b. basis akuntansi yang digunakan; 

c. dasar pengukuran yang digunakan; 

d. pentahapan dan pembatasan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

e. penyajian laporan keuangan; 

f. kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan-LRA; 

g. kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan-LO; 

h. pengakuan belanja; 

i. pengakuan beban; 

j. prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasian; 

k. investasi; 

l. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak 

berwujud; 

m. kontrak-kontrak konstruksi; 

n. kebijakan kapitalisasi pengeluaran; 

o. kemitraan dengan pihak ketiga; 

p. biaya penelitian danpengembangan; 

q. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk yang dipakai sendiri; 

r. pembentukan dana cadangan; 

s. pembentukan dana kesejahteraan pegawai; 

t. penjabaran mata uang asing dan lindung nilai; dan 

u. dan hal-hal lainnya. 

Pasal 2 

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) Penerapan basis akrual paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2014. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati  
Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi  
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten  

Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terkhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun  
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung  
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah  
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun  

2012 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Temanggung. 
 

 
 Ditetapkan di Temanggung  
 pada tanggal 3 Juni 2013  
 
 BUPATI TEMANGGUNG, 

 
 
 ttd 
 
 HASYIM AFANDI 

 
Diundangkan di Temanggung   
pada tanggal 3 Juni 2013 
 

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG 
 
 
 ttd 

 BAMBANG AROCHMAN 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 25 
 


